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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XOOOOOOOOXXXXXXXX, NIK 1504075111020002, umur 23 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ilbu Rumah
Tangga, tempat tinggal di RT. 008, RW. 002, Desa
Meranti Baru, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten
Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Buruh Sawit, tempat tinggal di RT. 002,
Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh llir,
Kabupaten Muaro Jambi , Provinsi Jambi, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27
Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sarolangun  dengan register perkara  Nomor  5/Pdt.G/2024/PA.Srl,

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:
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1. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandiangin,
Kabupaten Sarolangun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 0041/011/111/2019 SERI JA, tertanggal 13 Maret 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di RT. 008, Desa Meranti Baru, Kecamatan
Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi hanya 1 (satu) hari,
setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke Perumahan
PT. Makin Group, di Desa Sungai Bungur, Kecamatan Kumpeh,
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi hanya 4 (empat) bulan dan
terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke kerumah Kontarakan di Desa
Danau Lamo, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi
Jambi ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) namun belum

di karuniai anak;

4. Bahwa sejak bulan Juli 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
mulai tidak rukun lagi disebabkan sebagai berikut:

o Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada
Penggugat sedangkan Tergugat hanya memberikan uang kepada
Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap
bulannya;

o Tergugat memiliki hobi memancing yang menyebabkan Tergugat

melalaikan pekerjaan Tergugat;

o Tergugat dalam kesehariannya bersifat emosian dan
temperamental, masalah kecil bisa menjadi besar oleh Tergugat

hingga Tergugat sering bersikap kasar seperti membanting barang
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peralatan rumah tangga dan Tergugat juga sering berperilaku

kasar seperti menampar Penggugat ;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal
10 Oktober 2019, dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang
sering terjadi seperti pada poin 4 tersebut di atas membuat Penggugat
lelah hingga pada tanggal 10 Oktober 2019 Penggugat dengan Tergugat
kembali bertengkar perihal pada saat itu Penggugat di datangi Mandor
(pemimpin buruh) Tergugat bekerja yang menanyakan mengapa
Tergugat tidak bekerja selama 3 (tiga) hari, kemudian sepulang Tergugat
dari memancing, Penggugat menceritakan kedatangan Mandor
(pemimpin buruh) Tergugat bekerja tersebut kepada Tergugat yang
menanyakan perihal Tergugat kemudian Penggugat menasehati
Tergugat supaya Tergugat jangan malas dalam bekerja akan tetapi
Tergugat marah dan emosi yang mengakibatkan Tergugat berprilaku
kasar seperti menampar Penggugat yang menyebabkan pertengkaran
hingga setelah itu Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat
sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat
sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat seperti yang tersebut di
atas;

6. Bahwa sejak tanggal 10 Oktober 2019, Penggugat dengan Tergugat
berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan
Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat
tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang
hingga kini sudah berjalan selama 4

(empat ) tahun 2 (dua) bulan ;

7. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan
lahir bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah
tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan kedua belah

pihak belum pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
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8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)
terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah
menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap
dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa
hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas
panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun
Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat
kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan
mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa
rahmah namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses
persidangan;

Bahwa sselanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi

diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap
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dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;
Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar
jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;
Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
I. Bukti Surat
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0041/011/111/2019 SERI JA Tanggal 13
Maret 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Mandiangin Kabupaten
Sarolangun Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang
oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi
tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Il. Bukti Saksi
1. Sahdun Siregar bin Haidir Siregar, umur 52 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 03. Desa

Meranti Baru, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangunb, telah

memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena Saksi
adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di Desa Meranti Baru, Kecamatan
Mandiangin, kemudian pindah ke Perumahan PT Makin Group Desa
Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, terakhir
pindah ke rumah kontrakan Desa danau lamo Kecamatan Maro Sebo
kabupaten Muaro Jambi hingga berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang
sudah tidak rukun lagi, sejak bulan Juli tahun 2019 sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar Penggugat

dengan Tergugat bertengkar;
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- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak cukup memberi nafkah
pada Penggugat, Tergugat emosional, Ringan tangan, main pukul dan
menampar wajah Pengugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal
dalam satu rumah lagi sejak 10 Oktober 2019 sampai sekarang sudah
berjalan lebih kurang 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan;

- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah lebih kurang
4 tahun Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin pada
Penggugat ;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah
dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. Sukandik bin Sutak, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 10, Desa Meranti Jaya,
Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena Saksi
adalah kakek Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Meranti Baru,
Kecamatan Mandiangin, kemudian pindah ke Perumahan PT Makin
Group Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro
Jambi, terakhir pindah ke rumah kontrakan Desa danau lamo
Kecamatan Maro Sebo kabupaten Muaro Jambi hingga berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;

- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan
Tergugat bertengkar

- Bahwa yang dipertengkarkan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah
Tergugat tidak cukup memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat
emosional, Ringan tangan, main pukul, nendang dan menampar wajah

Pengugat,
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- Bahwa sejak 10 Oktober 2019 atau kurang lebih sudah berjalan 4
(empat) tahun 2 (dua) bulan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah
tempat tinggal;

- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah lebih kurang 4
tahun Tergugat tidak pernah memberi belanja pada Penggugat ;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah
dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan
telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang
pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat
gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan
Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada
hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, hakim terlebih
dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk
mengadili gugatan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan a quo telah diatur dalam Pasal 49 huruf a
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. Pasal 73 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)
yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya,
merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan
suami istri Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
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syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Sarolangun
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut, berdasakan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
138 KHI, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan
ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah, namun hakim
tetap berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat
dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi
sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat
dijalankan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa
Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak
satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara
Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 9 tahun,
sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan
karenanya dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di
depan Pengadilan, maka selanjutnya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan
sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diputus dengan
verstek atau tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah
dalam Kitab Rawdah al-Talibtn wa ‘Umdah al-Muftin karya al-Nawawt (w. 676

H) juz 11 halaman 194 yang berbunyi sebagai berikut;
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Artinya: “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau

enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti,

serta memutus gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang sebagai
saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan
keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat
formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta
yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian
dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang
saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan
keterangan saksi-saksi di atas, maka Hakim telah menemukan fakta dalam
persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perpisahan selama kurang lebih 4 tahun, penyababnya karenanya Tergugat
tidak bertanggung jawab selayaknya suami dalam masalan nafkah dan sikap
perilaku Penggugat yang emosianal dan kasatr;

- bahwa selama kurang lebih 4 tahun ini pula, Penggugat dan Tergugat tidak
menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-
menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang
lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah
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terjadi berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama
kurang lebih 4 tahun tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan
rumah tangga, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri
seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam
serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi’/kembali, maka
rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, hakim telah berusaha
mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat untuk
menunggu kedatangan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang
baik bersama Tergugat dan upaya perdamaian sudah dilakukan, termasuk dari
pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat tidak menginginkan
untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka
jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat
serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis
Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkanya sebuah perceraian
berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya
alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam,
sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan
tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai
oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan
(2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata
tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan
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gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat
gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat
yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-
pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain
shughra dari  Tergugat  (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap  Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXX), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat
tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (2) huruf c

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya
perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis
drogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang
jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)
terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp1.160.000,00 ( satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh Ahmad Patrawan, S.H.l. sebagai
Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H, M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
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Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh ANITA KIRANA, S. H. |. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Patrawan, S.H.l.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota Il,

Windi Mariastuti, S.Sy Nanda Devi Krisna Putri, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ANITA KIRANA, S. H. I.

Rincian biaya:

1. Biaya PNBP : Rp30.000,00

2. Biaya Proses : Rp75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp1.015.000,00

4. Biaya Redaksi : Rp10.000.00,00

5. Biaya Meterai : Rp10.000,00
Jumlah :  Rpl1.160.000,00

(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).
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